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BUPATI SINTANG
PROVINSI KALTIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG

pEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

Menimbang : &.

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 47
Peraturan Bupati Sintang Nomor 114 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas;

bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
profesionalisme aparatur  Pemerintah Daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat di bidang
Laboratorium Lingkungan Hidup maka perlu diatur Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;

bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah
Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang,.,
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Siantang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

?alasn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

o nofrah adalah Kabupaten Sintang,

' emer}ntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
“merintahan Daerah yang memimpin

3, Yang menjadi kewenangan daerah otonom.

ng, : A . : .
intaSngFlngkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

pelaksanaan urusan pemerintahan

S:psla Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

o eltaarls adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
Hidy, elaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Lingkungan
7. Unit Ppgziupaten Sintang.

: sana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup van .
USebut UPT 115 adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorme 1eoryutoya

; aboratorium Lingkungan
UP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. S

O (O B

8. Kepala..,
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e Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang
g KePal ya disebut Kepala LLH adalah Kepala UPT LLH pada Dinas
S?Iarlj noan Hidup Kabupaten Sintang.
ingk ;(Dialah tingkatan dalan jabatan struktural.
0. gselon ok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
10. K_Clon,lrz ugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat
dibell  wenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya
Yﬁfm rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
y batan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
11-315:” ab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
Oigani’SaSi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. ]
n, Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang anunJUkk_an .tugaS,
1 'tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan
perintah/ petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT
LLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT LLH adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup di bidang
Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 4
(1) UPT LLH dipimpin oleh seorang Kepala LLH yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
() Kepala LLH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3 .
) §Ub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
erkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LLH.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

V) s
éu}i‘man Organisasi UPT LLH terdiri dari :
b‘ Sepala LLH;

c.- Kulb Bagian Tata Usaha;

®ompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.,.
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truktur orga{lisas'i UPT LL.H sebagaimana tercantum dalam Lampiran
rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

pagan S
yal'lg me

(2

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagtan Kesatu
UPT LLH

Pasal 6

ypT LLH mempunyai tugas mengelola kegiatan Laboratorium Lingkungan Hi.dup‘
oda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam rangka optimalisasi
gelayanan pengujian lingkungan hidup.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT LLH
mempunyai fungsi:

a penyusunan rencana dan program UPT LLH;

rob pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
' prasarana UPT LLH;

pengelolaan ketatausahaan UPT LLH,;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
pelaksanaan pengujian parameter air, tanah dan udara;

pelaksanaan jasa pengujian, pendidikan dan laboratorium lingkungan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

= BB S =W o

Bagian Kedua
Kepala LLH

Pasal 8

Kepala LLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai
o tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
- Sintang di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup,

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala LLH
Mempunyaj fungsi:
& Penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan UPT LLH sebagai pedoman
b pelal?Sanaan tUgas;
* Penyiapan  bahan penyusunan konsep kebijakan teknis operasional
Pengelolaan UPT LLH sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan
ebljakan atasan;
g;f}ksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan
d. penep. K€bijakan teknis UPT LLH; o |
pelnea.ahan dan mempelajari pcrmas‘alahan di blgiang lingkungan hidup dan
peme“ksaan kualitas kondisi faktor lingkungan hidup serta mencari alternatif
. pelakf;ahan guna optimalisasi p;layanap; ‘ o
kan duanaan _ pengujian  kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas
iq gan air, tanah, udara dan lainnya serta bahan-bahan yang terkan dung
alamnya;

f. pengambilan...



air,
dan pemeriksaan sampel bahan yang terkandung d?ilii?tahui

pcﬂgamgg;l:a dan lainnya yang diperlukan untuk pengujian agar

t@r ; : - : i aharn
kualit?-snya’ dan analisis hasil pengujian laboratorium sebagai b

» an .
g p‘a"nylapndasi tindakan; : .. —
kome! o surat keterangan hasil pengujian laboratorium,
e

11 3 . - an
by pemberian curat rujukan pengujian ke Laboratorium Lingkungan Hidup yang
em

s p 1 ) 5 5 a
l lebil lerlgkap’koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembag

an : tuan
 pelaksan® baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesa
) nasyarakat ba

; . B
pg;iﬁ;éan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan d

1 i i kurat;
k perlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat,

e ot ilai ineri mma meningkatkan
ﬂiifggrieuf{ bimbingan daln kpenxla:a? kinerja bawahan guna mer ngk
bl iensi sanaan tugas;

tas dan efisiensli pela igass; .
efekmsiunan laporan pelaksanaan kegiatan UPT LLH fian Urusan Tata Usah
keniga Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan L idan

Ziksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepgla Dinas sesuai Dbi g
. tpugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi ketatausahaan,
aparatur, keuangan dan arsip.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:

4 penyusunan program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat,

perpustakaan,  kehumasan, keprotokolan, kepegawaian,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen p

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT LLH;

C. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi
Pembuatan daftar hadir, Sasaran Kerja Pegawai dan lainn

dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;

' Phgawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana UPT LLH

. Bardigunakan sesuai kebutuhan;

' Pef‘nerlkjsaan kondisi dan jumlah barang

£ SeSuaian dengan daflar inventaris;

kearsipan,
keuangan,
€réncanaan dan pelaporan

pegawai melalui
ya yang berkaitan

inventaris guna mengetahui

Pelaksanaan inve isasi . .
ntarisasi dan pemutakhiran data yang berkait denvnm
g g::h 4 sebagai bahan informasi dan analisis; gan tata
erlf:glpalan informasi kebijakan teknis UPT LLH kepada pitiak —
ent; ; s Ul [ ke
?. pelaksanazlngan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;

monitori i i
pelakﬂanaan oring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

tll . . . .
an qugsinya. gas lain yang diberikan oleh Kepala LLH Sesuai tugas pokok

Bagian Keempat...

\
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Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
empunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan

LLH sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan
tugas perundang-undangan.

Pasal 13
1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
( terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
ketrampilannya.

(2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 14
(1) Kepala LLH adalah Jabatan Struktural Eselon [Va.
{2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

K_epala LLH dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

ﬁelo'mpo]f jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-
as8ing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17...
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Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LLH, Sub Bagian Tata Usaha dan
KelomP°k Jabat@ Fun-gsm.nal Umum wajib menerapkan prinsip k<.)ordmaslg
integrasi dan émkron'lsam secara vertikal dan horisontal bafk dalam
ingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesual
dengan bidang tugasnya.

pejabat Struktural maupun Fungsional umum dalam melaksanakan
qugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan
menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

palam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan para pejabat Fungsional Umum wajib menyampaikan laporan
hasil kegiatan masing-masing kepada Kepala LLH.

Pasal 18

Kepala LLH wajib menyampaikan laporan tugasnya secara periodik maupun
sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Kepala LLH wajib menyvampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada

Bupati Sintang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung
jawab di bidang pengawasan.

Setiap pimpinan dan pejabat fungsional Umum pada UPT LLH wajib
mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan
pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat

waktu kepada atasan masing-masing sesuai peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sintang,

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas
Pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB (X .
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

penjabaran uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum
(1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan .beban
kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan
proporsional.

@

(3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bup_atti
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang telah ditetapkan dan
dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tetap menjabat dan melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan

adanya penetapan dan pelantikan Pejabat yang berdasarkan pada Peraturan
Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang
oMor 61 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Sintarr";‘toﬂun} Lingkungan Hidup pada Badan Linglungan Hidup Kabupaten
q d'g (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1187), dicabut

Nyatakan tidak berlaku.

Pasal 23, |
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Pasal 23

furan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ra

i getiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

glglirati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

\fUPATI SINTA ,%

< JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

" O,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 14
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. PERATURAN BUPATI SINTANG

pr,RAN NOMOR  : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA  KERJA  UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA
DINAS  LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
SINTANG

GAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BAASORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- KABUPATEN SINTANG
KEPALA LLH
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

VéUPATI SINTANG, .’./ .

A JAROT WINARNO



